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ANONIM PENETAPAN
Nomor 188/Pdt.G/2024/MS.Ttn

SRR
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IYAH TAPAKTUAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang

Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di
Gampong XXXXXX, Kecamatan Samadua, Kabupaten
Aceh Selatan,  Aceh , Domisil  elektronik

————— @gmail.comsebagai Penggugat,

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal XXXX, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian
Lepas, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,
tempat kediaman di Gampong XXXXXX, Kecamatan
Samadua, Kabupaten Aceh Selatan, XXXXXX, Aceh

sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar’iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di

persidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Agustus
2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan pada
tanggal 20 Agustus 2024 dengan  register perkara  Nomor
188/Pdt.G/2024/MS.Ttn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
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1. Bahwa pada tanggal XXXXX, Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Samadua, sesuai dengan
Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX, tertanggal XXX, dengan
Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal XXXX;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di
rumah orang tua Penggugat di Gampong XXXXXX, Kecamatan
Samadua, Kabupaten Aceh Selatan selama 2 tahun dan terakhir tinggal
bersama di rumah kediaman bersama di Gampong XXXXXX, Kecamatan
Samadua, Kabupaten Aceh Selatan;

3. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat kini sudah di
karuniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

3.1. XXXX, usia 25 tahun;
3.2. XXXX, usia 23 tahun;
3.3. XXXX, usia 20 tahun;
3.4, XXXX, usia 17 tahun;

4. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang hidup rukun
dan harmonis selama lebih kurang 2 (dua) tahun dan setelah itu sejak
tahun 2000 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara terus
menerus;

5. Bahwa adapun penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat adalah:

5.1. Tergugat sering marah-marah tanpa sebab;
5.2. Tergugat sering melakukan KDRT kepada Penggugat;
5.3. Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada November
2023 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat pulang ke
rumah orang tua yang beralamat di Gampong XXXXXX, Kecamatan
Samadua, Kabupaten Aceh Selatan;

7. Bahwa akibatnya sejak terhitung pada November 2023 Penggugat dan
Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang kini berjalan lebih kurang 9
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(sembilan) bulan, selama kepergian tersebut Penggugat tidak pernah
kembali;

8. Bahwa pihak keluarga dan Perangkat Desa telah berusaha memberi
nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip
untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi
untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat
untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat
mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan C/q Majelis Hakim
yang mengadili kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10.Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara
ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada
Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan
Termohon datang sendiri menghadap di persidangan, kemudian Hakim
berusaha mendamaikan para pihak agar hidup rukun kembali membina

rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil;

Bahwa, Hakim telah memerintahkan para pihak berperkara untuk
melakukan upaya perdamaian di luar persidangan melalui prosedur mediasi
Hakim mediator Mahkamah Syariyah Sabang yang bernama Reni Dian

Sari., S.H namun berdasarkan laporan mediator tanggal 05 September
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2024, bahwa mediasi yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil (gagal)
mencapai kesepakatan perdamaian.

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat tetap pada dalil-dalii gugatannya
untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya
karena Penggugat akan menyempurnakan gugatannya terlebih dahulu

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala
sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara
sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari
Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah
seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara
resmi dan patut. Kemudian, pada hari dan tanggal sidang yang ditentukan
Pemohon Termohon secara prinsipal hadir di muka sidang. Dengan demikian,
telah terpenuhi ketentuan Pasal 145 R.Bg. juncto Pasal 55 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan
undang-undang terkait juncto Pasal 42 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan undang-undang terkait;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat
dan Tergugat untuk rukun kembali seperti semula, namun tidak berhasil.
Dengan demikian, Hakim berpendapat telah terpenuhi ketentuan Pasal 154
R.Bg. juncto Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan juncto Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
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B4

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50
Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 Rbg. dan Pasal 4 ayat
2 huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses
Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah melakukan proses
mediasi di luar persidangan dengan Hakim mediator Mahkamah Syar’iyah
Tapaktuan Reni Dian Sari, S.H.l., namun mediasi tersebut tidak berhasil untuk
mencapai kesepakatan perdamaian sebagaimana Laporan Mediator tanggal 05
September 2024, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan dalam
proses persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut Gugatannya
karena akan menyempurnakan terlebih dahulu gugatannya

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai
pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang
kepentingannya, maka pencabutan Gugatan dari Penggugat tidak diperlukan
persetujuan Termohon;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Hakim
menyatakan sah pencabutan tersebut sesuai dengan Pasal 271 Rv;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang
perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor
188/Pdt.G/2024/MS.Ttn dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan untuk mencatat

pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
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3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp. 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada
hari Rabu tanggal 05 September 2024 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 01
Rabiul Awal 1446 Hijriyah oleh kami Shoim., S.H.l, M.H sebagai Hakim
Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
dengan dibantu oleh Desi Maulidar, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan

dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat

Hakim
D.T.O.
Shoim, S.H.l, M.H

Panitera Pengganti

D.T.O.
Desi Maulidar, S.H

Perincian biaya :

- PNBP :Rp 60.000,00
- Proses 'Rp 75.000,00
- Panggilan ‘Rp 16.000,00
- Meterai :Rp 10.000.00
Jumlah :Rp 161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)
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